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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1. Majelis hakim Pengadilan Agama Muara Labuh dalam perkara Nomor 

87/Pdt.P/2025/PA.ML menolak permohonan isbat nikah meskipun 

perkawinan para pemohon telah sah menurut hukum Islam dan 

memenuhi ketentuan hukum positif. Penolakan tersebut didasarkan 

pada fakta bahwa para pemohon merupakan pasangan sesuku yang 

dilarang menurut adat Minangkabau. Dalam pertimbangannya, hakim 

tidak hanya berpegang pada aturan tertulis, tetapi juga memperhatikan 

ketertiban umum, kearifan lokal, hukum adat sebagai living law, serta 

dampak sosial yang dapat timbul apabila perkawinan sesuku disahkan. 

Oleh karena itu, putusan ini bertujuan menjaga keberlakuan hukum 

adat dan melindungi nilai-nilai sosial budaya yang masih hidup dalam 

masyarakat Minangkabau. 

5.1.2. Hakim dalam perkara Nomor 87/Pdt.P/2025/PA.ML menerapkan 

pendekatan pluralisme hukum dengan mempertimbangkan hukum 

negara, hukum Islam, dan hukum adat Minangkabau secara bersamaan. 

Secara hukum negara dan hukum Islam, perkawinan para pemohon 

telah memenuhi syarat dan dinyatakan sah. Namun, hukum adat 

Minangkabau yang melarang perkawinan sesuku dijadikan 

pertimbangan utama karena masih hidup dan ditaati oleh masyarakat. 

Oleh karena itu, ketiga sistem hukum tersebut dipandang saling 

melengkapi dalam mewujudkan keadilan, menjaga ketertiban sosial, 

dan mempertahankan nilai-nilai adat Minangkabau. 

5.2 Saran 

5.2.1. Bagi masyarakat Minangkabau yang akan melangsungkan perkawinan 

maupun mengajukan permohonan isbat nikah, hendaknya terlebih 

dahulu memperhatikan dan mematuhi ketentuan hukum adat yang 

berlaku, khususnya terkait larangan perkawinan sesuku. Apabila 
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terdapat kendala adat, para pihak sebaiknya menyelesaikannya melalui 

mekanisme adat dan memperoleh persetujuan dari lembaga adat yang 

berwenang sebelum menempuh jalur hukum di pengadilan. Bagi hakim 

Pengadilan Agama, diharapkan tetap konsisten menggali dan 

mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat 

(living law) agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan 

kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial dan 

budaya. 

5.2.2. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, diperlukan 

pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap 

keberadaan hukum adat dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. 

Pengaturan mengenai perkawinan diharapkan mampu 

mengakomodasi nilai-nilai adat yang masih hidup dan ditaati 

masyarakat, sehingga tercipta harmonisasi antara hukum negara, 

hukum Islam, dan hukum adat dalam mewujudkan kepastian hukum, 

keadilan, serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat. 

5.2.3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian 

mengenai pluralisme hukum dalam perkara perkawinan dengan 

meneliti dampak putusan penolakan isbat nikah terhadap status 

hukum keluarga, perlindungan hak-hak keperdataan pasangan maupun 

anak, serta efektivitas penyelesaian sengketa melalui lembaga adat. 

Selain itu, penelitian komparatif pada daerah lain yang memiliki 

larangan perkawinan berdasarkan adat juga perlu dilakukan untuk 

memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara hukum negara, 

hukum Islam, dan hukum adat dalam praktik peradilan di Indonesia. 
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